
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLlK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 175/PMK.04/2021 

Meni111bang 

TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI 

BAR.Ail\JG YANG TELAH DIEKSPOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan 111engenai pembebasan_ bea masuk atas 

impor ke1nbali barang yang telah diekspor telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 

106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk 

dan/ atau Cukai atas llnpor Kembali Barang yang Telah 

Diekspor; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan melalui 

penyederhanaan prosedur pelayanan dan 1nodernisasi 

sistem, mendukung National Logistic ~cosystem, serta 

1neinberikan kepastian hukun1 bagi pengguna jasa, perlu 

1nelakukan penye1npurnaan terhadap ketentuan 

kepabeanan atas impor kembali barang yang telah 

diekspor yang dapat diberikan pembebasan bea 1nasuk 

sebagailnana di1naksud dalan1 huruf a_; 

c. bahwa berdasarkan pertilnbangan sebagailnana 

dimaksud dalain huruf a dan huruf b, serta untuk 

111elaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang

Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
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Mengingat 

Menetapkan 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor 

Kembali Barang yang Telah Diekspor; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Non1or 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Rep11blik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Und?-ng Non1or 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Len1baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tan1bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Non1or 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 .Nomor 166, Tainbahan Len1baran 

Negara Republik Indonesia N01nor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nmnor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Ke1nenterian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

No1nor 1031); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN 

BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH 

DIEKSPOR. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor yang 

selanjutnya disebut Impor Ke1nbali adalah pemasukan 

ken1bali ke dalam daerah pabean atas barang yang 

sebelu1nnya telah diekspor. 

2. Ekspor Sementara adalah ekspor yang diinaksudkan 

untuk dilakukan Impor Kembali dalam jangka waktu 

tertentu. 

3. Dalam Kualitas yang Sama adalah suatu kondisi din1ana 

barang tidak mengalami proses pengerjaan atau 

penyempurnaan apapun di luar daerah pabean. 

4. Perbaikan adalah penanganan yang dilakukan di luar 

daerah pabean atas barang yang rusak, usang, atau tua 

untuk mengembalikan barang tersebut ke keadaan 

se1nula tanpa mengubah sifat hakikinya. 

5. Pengerjaan adalah penanganan yang dilakukan di luar 

daerah pabean atas barang yang selain· 1nengen1balikan 

ke keadaan se1nula juga n1engakibatkan peningkatan 

mutu clan peningkatan harga barang tersebut dari segi 

ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya. 

6. Pengujian adalah penanganan yang dilakukan di luar 

daerah pabean atas barang yang meliputi pe1neriksaan 

dari segi teknik, n1utu, serta kapasitas sesuai standar 

yang ditetapkan. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

8. Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukun1. 

YI I 
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10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang 

Kepabeanan. 

11. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor 

Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN PEMBEBASAN BEA MASUK 

ATAS BARANG IMPOR KEMBALI 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

(1) Barang yang telah diekspor dapat dilakukan Impor 

Kembali. 

(2) Barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan barang yang sebelumnya diekspor: 

a. dalam Kualitas yang Sama dengan pada saat Impor 

Kembali; 

b. untuk keperluan Perbaikan; 

c. untuk keperluan Pengerjaan; atau 

d. untuk keperluan Pengujian. 

(3) Barang yang dilakukan Impor Kembali Dalam Kualitas 

yang Sama dengan pada saat Impor Kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 

berupa: 

a. barang yang tidak laku dijual, tidak memenuhi 

kontrak pembelian, tidak memenuhi standar mutu, 

atau tidak · memenuhi ketentuan impor di negara 

tujuan ekspor atau sebab lainnya; 

b. barang yang telah selesai digunakan untuk 

pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean; 
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c. barang yang telah selesai digunakan untuk 

keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan 

di luar daerah pabean; atau 

d. barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana 

pengangkut, atau pelintas batas ke luar daerah 

pabean dan ditujukan untuk dibawa ken1bali ke 

dala1n daerah pabean. 

(4) Impor Kembali dapat dilakukan melalui Kantor Pabean 

selain Kantor Pabean tempat melakukan ekspor. 

(5) Impor Kembali barang yang mendapatkan fasilitas 

pe1nbebasan atau pengembalian bea masuk atas in1por 

barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pembebasan atau 

pengembalian bea 1nasuk atas impor barang dan bahan 

untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 

dengan tujuan untuk diekspor. 

Bagian Kedµa 

Pembebasan Bea Masuk atas Barang Impor Kembali 

Pasal 3 

(1) Barang Impor Ke1nbali sebagaimana dilnaksud dalain 

Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan pen1bebasan bea 1nasuk. 

(2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diberikan sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. ilnportasi dilakukan oleh Orang yang melakukan 

ekspor atas barang Impor Ke1nbali; 

b. barang yang dilakukan Impor Kembali dapat 

diidentifikasi sebagai barang yang saina pada saat 

diekspor; 

c. Impor _Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 

pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal bukti 

ekspor; dan 
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d. terdapat doku1nen/bukti pendukung terkait yang 

men1buktikan bahwa barang yang dilakukan In1por 

Kembali n1eru pakan barang yang berasal dari clalain 

daerah pabean. 

(3) Dalarn hal jangka waktu Irnpor Ke1nbali lebih dari 2 (dua) 

tahun sebagailnana di1naksud pada ayat (2) huruf c, 

hnpor Kernbali harus clibuktikan dengan doku1nen 

pendukung, seperti kontrak, kesepakatan, atau doku1nen 

lain yang dipersamakan dengan itu. 

Pasal 4 

(1) Terhadap barang Irnpor Kernbali yang rnerupakan barang 

Dalarn Kualitas yang Sama sebagairnana dirnaksud 

dalan1 Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan pembebasan 

bea 1nasuk. 

(2) Barang In1por Kernbali yang rnerupakan barang untuk 

keperluan Perbaikan sebagain1ana dilnaksud dalan1 Pasal 

2 ayat (2) huruf b, dikenakan bea rnasuk terhadap: 

a. bagian yang diganti; 

b. biaya perbaikan; 

c. asuransi; dan 

d. biaya pengangkutan. 

(3) Barang Irnpor Kernbali yang 1nerupakai1 barang untuk 

keperluan Pengerjaai1 sebagairnana dirnaksud dalan1 

Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikenakan bea rnasuk terhadap: 

a. bagian yang ditarnbahkan; 

b. biaya pengerjaan; 

c. asuransi; dan 

d. biaya pengangkutan. 

(4) Terhadap barang hnpor Kernbali yang rnerupakan barang 

untuk keperluan Pengujian sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan pe111bebasan 

bea rnasuk. 
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Pasal 5 

(1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya 

pengenaan bea 1nasuk atas barang Impor Ke1nbali 

sebagailnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan 

Pasal 4 ayat (3), yaitu: 

a. nilai pabean barang yang dilakukan· Impor Ken1bali; 

dan 

b. pembebanan tarif bea rnasuk dari barang jadi. 

(2) Nilai pabean barang yang dilakukan Ilnpor Ke1nbali 

sebagailnana dimaksud pada ayat (1) hu1:'"uf a merupakan 

nilai transaksi atas bagian pengganti atau yang 

ditambahkan, ditambah dengan biaya perbaikan atau 

pengerjaan, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi. 

(3) Dalan1 hal atas bagian pengganti atau yang ditambahkan 

sebagaimana din1aksud pada ayat (2) tidak diketahui 

atau tidak dicantumkan nilai transaksinya, nilai pabean 

ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik 

san1pai dengan penggunaan metode pengulangan 

(fallback method) sesuai urutan penggunaannya. 

(4) Tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penetapan nilai pabean. 

BAB III 

IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR 

Bagian Kesatu 

Pemberitahuan Pabean Ekspor 

Pasal 6 

(1) Barang ekspor diberitahukan dengan n1enggunakan 

pemberitahuan pabean ekspor. 

(2) Untuk barang Ekspor Sen1entara, kolmn jenis ekspor 

dalam pe1nberitahuan pabean ekspor sebagai1nana 

din1aksucl pada ayat (1) diisi dengan jenis ekspor akan 

dilakukan Impor Ken1bali. 
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(3) Terhadap barang Ekspor Sementara sebagailnana 

dilnaksud pada ayat (2) dilakukan pen1eriksaan pabean 

yang n1eliputi penelitian dokun1en dan pe1neriksaan fisik. 

(4) Tata cara penyan1paian pernberitahuan pabean ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan 1nengenai pengeluaran barang ekspor. 

Bagian Kedua 

Pengajuan dan Penelitian 

atas Pennohonan Pembebasan Bea Masuk 

Pasal 7 

(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk sebagain1ana 

dimaksud dalan1 Pasal 3 ayat (1), in1portir mengajukan 

pennohonan kepada Menteri 1nelalui Kepala Kantor 

Pabean di tempat pen1asukan barang dengan 

melampirkan dokumen pendukung. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat data mengenai: 

a. identitas importir; 

b. rincian jenis, ju1nlah, spesifikasi, identitas, dan 

perkiraan nilai barang yang din1intakan pe111bebasan 

bea masuk; 

c. tujuan barang untuk diekspor sebagailnana 

din1aksud dalam Pasal 2 ayat (2); 

d. Kantor Pabean tempat pengeluaran' barang ekspor; 

dan 

e. nomor dan tanggal pe111beritahuan pabean ekspor 

atau bukti ekspor. 

(3) Dokumen pendukung ~ebagaimana din1aksud pada 

ayat ( 1) paling sedikit berupa: 

a. doku1nen ekspor yang terdiri dari: 

1. pe1nberitahuan pabean ekspor, meliputi: 

a) pe111beritahuan ekspor barang; 

b) nota pelayanan ekspor; 
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c) laporan hasil pemeriksaan, dalan1 hal 

dilakukan pen1eriksaan fisik pada saat 

ekspor; dan 

cl) la po ran surveyor ekspor, jika acla; at.au 

2. bukti telah clilakukan ekspor, bagi yang ticlak 

wajib menyainpaikan pemberitahuan ekspor 

barang; 

b. dokumen yang menjelaskan ten.tang: 

1. perkiraan nilai barang; dan 

2. spesifikasi clan/ at.au identitas barang; 

c. clokumen yang menunjukkan tujuan pengirin1an 

barang ekspor, yang clapat berupa kontrak, 

kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya; 

d. surat pernyataan dari importir yang 1nenyatakan 

bahwa barang Impor Ke1nbali merupakan barang 

yang sama clengan barang yang telah diekspor; 

e. dokun1en pengangkutan pacla saat ekspor clan 

impor, berupa bill of lading, sea way bill/ air way bill, 

at.au dokumen pengangkutan lainnya;· 

f. invoice yang 111encai1tu1nkan harga bagian yang 

diganti dan/ at.au biaya perbaikan, clalam hal barang 

hnpor Kembali n1erupakan barang y~ng sebelun1nya 

telah diekspor untuk keperluan Perbaikan; 

g. invoice yang mencantumkan harga bagian yang 

ditambahkan dan/atau biaya pengerjaan, dalam hal 

barang Impor Kembali merupakan barang yang 

sebelumnya telah diekspor untuk keperluan 

Penge1jaan; 

h. cloku1nen at.au surat keterangan dari pihak terkait di 

luar claerah pabean 111engenai: 

1. hasil pengujian; clan 

2. pernyataan tidak ada penggantian dan/atau 

penambahan bagian, 

dalain hal barang Impor Kembali merupakan barang 

yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan 

Pengujian; clan 
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i. keterangan dari pihak terkait di luat daerah pabean 

yang 111enjelaskan alasan ha.rang tersebut dilakukan 

hnpor Kembali, dalam hal barang dilakukan Impor 

Ken1bali Dalan1 Kualitas yang Sama. 

Pasal 8 

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 

ayat ( 1) 111engenai: 

a. pemenuhan kriteria tujuan barang diekspor dan 

dilakukan In1por Kembali sebagailnana dimaksud 

dalarn Pasal 2 ayat (2); 

b. pemenuhan persyaratan untuk 111endapat 

pe111bebasan bea masuk sebagainiana din1aksud 

dalain Pasal 3 ayat (2); dan 

c. kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan 

sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 7 ayat (3). 

(2) Dalain hal diperlukan infonnasi lebih lanjut terkait 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Kantor Pabean dapat meminta keterangan, dokumen, 

dan/atau bukti tambahan. 

(3) Kepala Kantor Pabean atas naina Menteri 111en1utuskan 

persetujuan atau penolakan terhadap pen11ohonan 

sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (1) paling 

lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pennohonan 

diterilna secara lengkap. 

(4) Dala111 hal terdapat permintaan keterai1gan, dokun1en, 

dan/ atau bukti tainbahan sebagaimana din1aksud pada 

ayat (2), jangka waktu sebagailnana din1aksud pada 

ayat (3) dihitung setelah permintaan keterangan, 

dokumen, dan/ atau bukti tambahan ·ctiteri111a secara 

lengkap. 

(5) Dalain hal pennohonan sebagaimana din1aksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas 

naina Mente1i 111enerbitkan Keputusan Menteri 111engenai 

pen1berian pe111bebasan bea 111asuk atas In1por Ken1bali. 

1 jdih.kemenkeu.go.id



- 11 -

(6) Dalam hal pennohonan sebagaimana dimakslid dalam 

Pasal 7 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean atas nan1a 

Menteri m.enerbitkan surat pen1beritahuan penolakan 

dengan 1nenyebutkan alasan penolakan. 

(7) Dalam hal Kantor Pabean merupakan ~antor Pelayanan 

Utama Bea dan Cukai: 

a. Keputusan Menteri mengenai pemberian 

pembebasan bea · 1nasuk atas Impor Ke111bali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan 

b. surat pemberitahuan penolakan sebagain1ana 

dilnaksud pada ayat ( 6), 

diterbitkan oleh Kepala Bidang yang menangani In1por 

Kembali atas nama Menteri. 

(8) Keputusan Mente1i mengenai pe1nberian pe1nbebasan bea 

111asuk atas Impor Kembali sebagain1ana dimaksud pada 

ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal ditetapkan dan dilampirkan dalan1 

pemberitahuan pabean ilnpor. 

(9) Apabila permohonan sebagaimana dilnaksud dalan1 Pasal 

7 ayat ( 1) ditolak, pengeluaran barang dari kawasan 

pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 1nengenai tata laksana kepabeanan 

di bi dang ilnpor. 

(10) Contoh fonnat Keputusan Menteri sebagailnana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) huruf a, tercantmn 

dalam Lampiran yang merupakan . bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Bagian Ketiga 

Pengeluaran atas Barang hnpor Kembali 

Pasal 9 

(1) Barang yang dilakukan Impor Ke1nbali dengan 111endapat 

pe1nbebasan bea masuk sebagain1ana dimaksud dalain 

Pasal 8 ayat (5) dan ayat (7) huruf a, dapat dikeluarkan 

dari kawasan pabean untuk diin1por untuk dipakai 

setelah dipenuhi kewajiban pabeannya. 
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(2) Kewajiban pabea.n sebagaimana dilnaksucl pada ayat ( 1) 

dipenuhi oleh ilnportir dengan: . 

a. menyampaikan pe1nberitahuan pabean ilnpor ke 

Kantor Pabean yang 111enerbitkan Keputusan Menteri 

sebagailnana dilnaksud dalain Pasal 8 ayat (5) clan 

ayat(7)hurufa; dan 

b. 1nelakukan pelunasan atas bea masuk sebagain1ana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 4 

ayat (3). 

(3) Dalam hal barang yang dilakukan hnpor Ke1nbali 

dikenakan pajak dalain rangka impor, pengenaan dan 

pemungutan pajak dalam rangka ilnpor dilaksanakan 

sesuai clengan ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang perpajakan. 

(4) Penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana 

dimaksud pacla ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan 

mengenai tata laksana kepabeanan di bidang in1por. 

(5) Terhaclap Impor Kembali: 

a. barang sebagailnana dilnaksud clalain Pasal 2 

ayat (2); 

b. bagian pengganti untuk keperluan perbaikan; 

dan/atau 

c. bagian yang ditambahkan untuk keperluan 

Penge1jaan, 

tidak diberlakukan ketentuan 1nengen~ larangan atau 

pembatasan impor, kecuali ditentukan lain oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Terhadap barang Ilnpor Ken1bali sebagaimana din1aksud 

dalan1 Pasal 9 dilakukan pen1eriksaan pabean yang 

1neliputi penelitian doku1nen clan pemeriksaan fisik. 

(2) Pe1neriksaan pabean hnpor Kembali yang dilakukan 

terhadap ilnportir yang telah mendapat pengakuan 

sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized 

Economic Operator) atau Mitra Utan1a Kepabeanan, 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Operator Ekonon1i 

Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra 

Utama Kepabeanan. 

(3) Pe1ne1iksaan pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan 

di bidang impor. 

BAB IV 

IMPOR KEMBALI BARANG 

YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, 

AWAK SARANA PENGANGKUT, ATAU PELINTAS BATAS, 

DAN BARANG KIRIMAN 

Bagian Kesatu 

Impor Kembali Barang yang Dibawa Oleh :fenu1npang, 

Awak Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas 

Pasal 11 

(1) Barang asal dalain daerah pabean yang dibawa oleh 

penumpang, awak sarana pengangkut, atau. pelintas 

batas ke luar daerah pabean dapat dilakukan In1por 

Kembali. 

(2) Impor Kembali sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat diberikan pe111bebasan bea 111asuk sebagailnana 

dilnaksud dalarn Pasal 3. 

(3) Pemberian pembebasan bea 1nasuk sebagailnana 

dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan 

mengenai kewajiban pengajuan , pennohonan 

sebagaimana diinaksud dalan1 Pasal 7 ayat (1). 

(4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan sepanjang penumpang, awak sarana 

pengangkut, atau pelintas batas, dapat 111e111buktikan 

bahwa barang yang clilakukan In1por Ken1bali berasal dari 

dalain daerah pabean. 
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(5) Pejabat Bea clan Cukai melakukan penelitian terhadap 

pen1beritahuan pabean pen1bawaan barang untuk 

dilakukan linpor Kembali yang disan1paikan oleh 

penumpang atau awak sarana pengangkut, dala1n hal 

pada saat ekspornya diberitahukan kepada Pejabat Bea 

dan Cukai. 

(6) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pen1eriksaan 

fisik barang impor dalain rangka penelitian bukti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(7) Dala1n hal ditemukan bukti atau informasi bahwa barang 

yang diilnpor berasal dart luar daerah pabean dan beh.u11 

diselesaikan kewajiban pabeannya, barang in1por 

diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai: 

a. ekspor dan impor barang yang dibawa oleh 

penun1pang dan awak sarana pengangkut, dalan1 

hal barang dibawa oleh penumpang atau awak 

sarana pengangkut; atau 

b. impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas 

batas dan pe1nbe1ian pembebasan bea 1nasuk 

barang yang dibawa oleh pelintas batas, dalan1 hal 

barang dib~wa oleh pelintas batas. 

Bagian Kedua 

Impor Ke1nbali Barang Kirin1an 

Pasal 12 

(1) Barang ekspor yang dilakukan Impor Ken1bali melalui 

barang kirin1an dapat diberikan pembebasan bea n1asuk 

sebagailnana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Barang kirilnan yang dilakukan hnpor Ken1bali 

sebagai1nana din1aksud pada ayat ( 1) diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 7. 

(3) Pembebasan bea n1asuk sebagailnana din1aksud pacla 

ayat ( 1) diberikan berdasarkan pennohonan dari 

penerin1a barang atau penyelenggara pos atas 

permintaan peneri111a barang. 
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BABV 
KE'TENTUA]\l. LAIN-LAIN 

Bagian Kesatu 

Penatausahaan 

. Pasal.13 

Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara dan 

ketertiban administrasi, Kepala Kantor Pabean 

menatausahakan Keputusan Menteri mengenai pen1berian 

pembebasan bea masuk atas Impor Kembali. 

Bagian Kedua 

SKP 

Pasal 14 

(1) Pelayanan kepabeanan terhadap Impor Ken1bali 

dilakukan n1elalui SKP. 

(2) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean behun dapat 

diterapkan atau n1engalami gangguan sehingga tidak 

dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 

4 (e1npat) jain, pelayanan terhadap hnpor Ken1bali 

dilakukan secara 1nanual dengan menyainpaikan tulisan 

di atas fonnulir, rnelalui media penyimpanan data 

elektronik, atau melalui surat elektronik. 

(3) SKP sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) diberlakukan 

secara bertahap pada Kantor Pabean paling lambat pada 

tanggal 31 Desen1ber 2022. 

Bagian Ketiga 

Pelimpahan Wewenang 

Pasal 15 

(1) Kepala Kantor Pabean sebagain1ana din1aksud dalan1 

Pasal 8 ayat (5) atau Kepala Bidang sebagain1ana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) yang 1nenerilna 

pelimpahan wewenang dari Menteri: 

a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang--unclangan; 
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b. bertanggung jawab secara substansi atas 

pelaksanaan, peli111pahan wewenang yang diberikan 

kepada yang bersangkutan; dan 

c. tidak dapat melimpahkan kembali peli1npahan 

kewenangan yang diterima kepada pjhak lainnya. 

(1) Dalam hal Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan 

se1nentara atau tetap, wewenang yang diterilna dapat 

dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau 

pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk. 

(2) Pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana 

tugas (Plt.) yang ditunjuk sebagaimana dilnaksud pada 

ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas 

peli1npahan wewenang yang diberikan kepada yang 

bersangkutan. 

Bagian Keempat 

Petunjuk Teknis 

Pasal 16 

Petunjuk teknis mengenai pemberian pe1nbebasan bea niasuk, 

pen1beritahuan pabean impor atas Impor Ken1bali, 

penyelesaian hnpor Kembali barang yang dibawa oleh 

penun1pang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, 

dan barang kiriman, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. permohonan pembebasan bea 1nasuk terhadap barang 

hnpor Ke1nbali yang telah diajukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan N01nor 106/PMK.04/2007 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Cukai at.as 

Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor yang masih 
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dalain tahap pemrosesan~ dilakukan pen1rosesan lebih 

lanjut sesuai dengan ketentuan dalain Peraturan Menteri 

Keuangan Non1or 106/PMK.04/2007 tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cu,kai atas l111por 

Ke1nbali Barang yang Telah Diekspor; 

b. Keputusan Menteri 1nengenai pen1berian pembebasan bea 

1nas uk atas l111por Ke1nbali yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 

tentang Pe1nbebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas 

Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dan belun1 

clirealisasikan ilnpornya, tetap berlaku clan realisasi 

in1pornya clilaksanakan sesuai clengan ~etentuan dalan1 

Peraturan Menteri ini; clan 

c. barang yang telah dilakukan Ekspor Sementara dan 

belum clilakukan hnpor Kembali sebelun1 Peraturan 

Menteri ini berlaku, penyelesaian Impor Ke1nbali 

clilaksanakan sesuai dengan ketentuan clalain Peraturan 

Menteri ini. 

BAB VII 

KETENTUAl'l PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Menteri ini 1nulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan N01nor 106/PMK.04/2007 tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan/ a.tau Cukai atas ln1por Ken1bali 

Barang yang Telah Diekspor, dicabut dan dinyatakan ticlak 

berlaku. 

Pasal 19 

Peraturan Menteri ini 1nulai berlaku setelah 60 ( enan1 puluh) 

hari terhitung sejak tanggal cliunclangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Desember 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1327 

... I 

---

· Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kt;pala Bagian ministrasi Kementerian 

RIA SYAH~ 
NIP 0213-199703 1 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 175/PMK.04/2021 
TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI 
BARANG YANG TELAH DIEKSPOR 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 

MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK 

ATAS BARANG IMPOR KEMBALI 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

....... ( 1) ...... . 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ....... (2) ...... . 

TENTANG 
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK 

ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR KEPAI)A ....... (3) ...... . 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa ....... (3) ....... melalui surat ....... (4) ....... telah mengajukan 
permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang 
yang telal-i diekspor; 

b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a _ beserta dokumen 
kelengkapan, menunjukkan terdapat kesesuaian bahwa barang 
Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan ba.rang yang 
telah diekspor; 

c. bahwa permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, telal-i memenuhi ketentuan Pasal 3 
ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.04/2021 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang 
Telal-i Diekspor; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk 
atas Impor Kembali. Barang yang Telah Diekspor. Kepada 

1. 

....... (3) ....... ; . 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah · dengan Undang..:undang Nomor 17 
Tal-iun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 
Tal-iun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambal-ian Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661) 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/2021 tentang 
Pe1i1bebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah 
Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor . . . . . Tahun 
2021); 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG 
TELAH DIEKSPOR KEPADA ....... (3) ...... . 

Kepada ....... (3) ....... Nomor Pokok Wajib Pajak ....... (5) ....... , diberikan 
persetujuan Impor Kembali atas ba.rang yang telah diekspor dengan 
diberikan pembebasan bea masuk, dengan rincian barang sebagai 
berikut: 

1. Jumlah danjenis ha.rang : ........ (6) ....... . 

2. Uraian jenis barang : ........ (7) ........ . 

3. Nomor dan tanggal invoice : ........ (8) ....... . 

4. Nomor dan tanggal AWB / BL : ........ (9) ....... . 

....... (10) ...... . 

Pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-unclangan di bidang perpajaka,n. 

Dalam pemberitahuan pabean impor dicantumkan: 

a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri ini pada kolom pemenuhan 
persyaratan/fasilitas impor dan kolom keterangan; dan 

b. kode fasilitas IMPOR KEMBALI pada kolom pemenuhan 
persyaratan/fasilitas impor. 

Keputusan Menteri ini berlaku untukjangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salin.an Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

1. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

2. . ...... (11) ....... ; dan 

3. . ...... (12) ....... . 

Ditetapkan di ....... (13) ...... . 

pada tanggal ........ (14) ...... . 

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA ......... (15) ......... , 

........ (16) ....... . 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi naina dan tipe Kantor Pabean tempat pengajuan 

permohonan pe111bebasan bea 1nasuk atas Impor Ken1bali. 

diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor 1nilik Kantor 

Pabean tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk 

atas Ilnpor Ke1nbali. 

diisi nama importir. 

diisi non1or, tanggal, dan hal surat pennohonan pembebasan bea 

1nasuk atas barang yang dilakukan Impor Kembali. 

diisi No1nor Pokok Wajib Pajak importir. Dalam hal tidak 

memiliki Non1or Pokok Wajib Pajak, diisi dengan Nomor Induk 

Kependudukan. 

diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dilakukan llnpor 

Ke1nbali. 

diisi uraian jenis barang yang dilakukan hnpor Ken1bali 

(termasuk merek, tipe, ukuran, spesifikasi). 

diisi nomor dan tanggal invoice. 

diisi nomor dan tanggal AirWay Bill, Bill of Lading, atau dokumen 

pengangkutan lainnya. 

1. Dalam hal barang yang dilakukan Impor Ken1bali 

merupakan barang yang telah diekspor Dalain Kualitas 

yang Sa1na atau untuk keperluan Pengujian, diisi: 

"Terhadap barang yang dilakukan Impor Ken1bali 

sebagaimana dimaksud dalarn Diktum PERTAMA diberikan 

pembebasan bea masuk dengan ketentuan bahwa hasil 

pemeriksaan fisik barang 1nenunjukkan jumlah dan jenis 

barang sesuai". 

2. Dalam hal ilnpor ke1nbali 1nerupakai1 barang yang telah 

diekspor untuk keperluan Perbaikan atau Penge1jaan, diisi: 

"a. Terhadap barang yang dilakukan Impor Ken1bali 

sebagaimana dimaksud dalam Diktu1n PERTAMA 

diberikan pe1nbebasan bea masuk dengan ketentuan 

bahwa hasil pe1neriksaan fisik barang n1enunjukkan 

jumlah dan jenis barang sesuai; dan 
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b. Terhadap bagian-bagian pengganti atau yang 

dita1nbahkan, ditambah dengan biaya perbaikan atau 

pengerjaan, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi, 

dikenakan bea masuk dengan pembebanan tarif bea 

masuk dari barang jadi dalam Diktum PERTAMA." 

diisi nama. Kantor W1layah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

yang 1nengawasi Kantor Pabean yang n1enerbitkan Keputusan 

Menteri. Jika penerbit Keputusan Menteri yakni Kepala Bidang 

yang n1enangani Impor Ken1bali pada Kantor Pelayanan Utama 

Bea dan Cukai, diisi Kepala Kantor Pelayanan Uta.ma Bea dan 

Cukai. 

diisi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Impor 

Ken1bali. 

diisi te1npat Keputusan Menteri ditetapkan. 

diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri ditetapkan. 

diisi nama Kantor Pabean, atau Bidang pada Kantor Pelayanan 

Uta.ma Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali. 

diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani 

Keputusan Menteri. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
' 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

__ u.b. 

ministrasi Kementerian 

AH CM 
13 199703 1 001 
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